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PERATURAN BUPATT KETAPANG 
NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG 

MASA JABATAN 2009--2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Menimbang a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
besamya Tunjangan Perumahan ditetapkan dengan Perat~ran Bupati; 

·· b. bahwa sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini maka perlu diadakan 
perubahan dan penyesuaian kembali Tunjangan Perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten masa jabatan 2009--2014 yang 
sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 
46 Tahun 2009; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b per1u menetapakan Peraturan Bupati tentang Tunjangan 
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Ketapanig Masa .Jabatan 2009-2014. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalirantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) ; · 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ; 

4. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan. 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara·Republik 
Indonesia Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); s 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan · Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 
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7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permnusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043) ; 

8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Nomor 4712) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 

15. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 
Nomor10); 

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1) ; 

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ketapang 
Tahun 2009 Nomor 2) ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPAll TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2009-2014 



Pasal1 
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang belum dapat menyediakan Rumah 

Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
' Kabupaten Ketapang, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. 

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga 
setempat yang berlaku di Kabupaten Ketapang . 

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dalam bentuk 
uang dan diberikan per orang setiap bulan dengan rincian : 
a. Ketua : Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ; 
b. Wakil ketua : Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ; 
c. Anggota : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). 

(4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung mulai 
tanggal 1 Januari 2013. 

Pasal2 
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang. 

Pasal3 
Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Ketapang • ] Pasal4 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Ketapang (Barita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 92) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Belita Daerah Kabupaten Ketapang . 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 10 Januari 2013 

BUPATI KETAPANG, 
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HENRIKUS 

Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 10 Januari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

ttd 

ANDI DJAMIRUDDIN 

SERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 1 

sesual dengan aslinya 

PANG£ 


